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Abstract

By reviewing a variety of studies and research concerning
impacts of NGO (Non-Governmental Organizations)
activities on civil society empowerment and democracy, the
article is a critigue of the liberal argument on NGO, civil
society and democracy which sees them gs having linear and
causal relations. On the contrary, it argues that the
relationships are much more complex, i.e. involm'ng diverse
context and setting. For example, as discussed thoroughly
by the author, a number of studies reviewed here confirm that
an empowered civil society does not consequentially lead to g
consolidated democracy as promoted by the Liberals.
Actively operated NGOs —as exemplified by the Philippines
case in the article— do not necessarily indicate an active
ctvil society nor an accountable state. In fact, as studies also
showed, NGOs would lessen the state capacity in cases where
it depends too much to foreign aid.

Kata-kata kunci: NGO; demokrasi liberal: masyarakat
sipil.
Pengantar

Pertambahan jumlah NGO di tingkat global yang pesat sejak
1960-an telah melahirkan wacana tentang peran penting NGO sebagai
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agen sosial dalam upaya pembangunan ekonomi dan sosial, pengikisan
kemiskinan, proses demokratisasi, pengembangan tata pelmerintahan
yang demokratis, dan penguatan masyarakat sipil (MS), di negara-
negara berkembang (Fisher, 1993; 1998). Salamon (1994) menyatakan
bahwa meningkatnya jumlah aktifitas sukarela yang terorganisir dan
embentukan organisasi-organisasi non-pemerintah atau nir-laba sejak
1960-an di berbagai belahan dunia merupakan sebuah “global asso-
ciational revolution”. Sekedar contoh, Edwards (2000 9) mencatat
perkembangan jumlah NGO internasional, “dari 176 NGO internasional
pada 1909, menjadi 28.000 menjelang 1993, dan lebih dari 20.000
jaringan NGO transnasional telah aktif di panggung dunia, dan 90
persen diantaranya dibentuk sepanjang tiga dekade terakhir.” Dengan
jumlah, ukuran dan perannya, serta dengan dana yang bisa mereka
peroleh, gerakan NGO telah memberikan dampak signifikan terhadap
pembangunan sosial-ekonomi (Edwards & Hulme, 1993) dan terhadap
perubahan politik di bawah berbagai bentuk rezim {Clarke, 1998).

Setelah era 1970-an, bertambahnya jumlah NGO, terutama di
negara-negara berkembang, dipengaruhi oleh berbagai konferensi PBB
(Fisher, 1993; van Rooy, 2000), yakni ketika NGO internasional secara
luas terlibat dalam penyusunan berbagai agenda glob al, sepert agenda-
agenda yang berkaitan dengan isu keragaman hayati, pembangunan
berkelanjutan, dan sebagainya. Konferensi-konferensi tersebut, sampai
derajat tertentu, telah mempengaruhi pembentukan berbagai macam
NGO terutama di negara-negara berkembang. KTT Bumi di Rio, Brasil
pada 1992, misalnya, mengilhami meledaknya jumlah NGO yang
terbentuk di Dunia Ketiga, yang biasanya dikaitkan dengan isu-isu
lingkungan dan pembangunan berkelanjutan (Fisher, 1993).

Perlu pula dicatat bahwa merebaknya NGO sesungguhnya
merupakan fenomena yang dipicu oleh donor (donor-driven). Banyak
NGO dibentuk hanya untuk merespon meningkatnya bantuan asing
yang disalurkan melalui komunitas NGO. Edwards dan Hulme (1995:
4) mengatakan bahwa ledakan NGO di tahun-tahun belakangan ini

' Menurut Diamond (1999:221) masyarakat sipil adalah “bidang atau kehidupan sosial
yang terorganisasi yang bersifat terbuka, sukarela, berdiri sendiri, swadaya
setidaknya sebagian, otoriom dari negara dan terikat oleh aturan hukum atau

seperangkat aturan bersama.”
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p Olehas tertentu, seringkali d1 beberapa negara Selatan. Mereka biasanya
Kebmrok 1(ec!ma‘gc&m ;.t}x sendiri, seperti Inter-American Foundation (Caroll 1992)
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s Dezelo fayai oleh_ agen donor resmi seperti USAID atau British ODI ’(gvef
seas Devel ptnent Institution). K_elompok ketiga tidak memfokuskan diri pada
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sejumlah kritik atas pandangan demokrasi liberal yang saat ini masih
menjadi ‘mainstream’ dalam kajian dan program aksi tentang MS dan
demokrasi. - :

Tesis Utama Pandangan Liberal

Studi tentang kaitan antara MS dan demokrasi telah berkembang
sangat pesat. Antusiasme ini untuk sebagian berkaitan dengan
fenomena “gelombang demokratisasi ketiga” (third wave of democrati-
zation) (Huntington, 1991) di negara-negara Amerika Latin, Eropa
Selatan dan Eropa Timur. Dalam konteks ini, NGO dianggap
memberikan kontribusi signifikan kepada demokratisasi melalui proses
penguatan masyarakat sipil (Ottaway dan Carothers, 2000; Biekart,
1999; Hearn, 1999; Clayton, 1996).

Tesis utama yang diuji biasanya berfokus pada argumen bahwa
MS yang kuat dan berani akan memperkuat proses demokratisasi dan
memperdalam konsolidasi demokrasi. Dalam kaitan ini, NGO
ditempatkan sebagai agen kunci. Tesisnya kemudian adalah bahwa
sementara NGO merupakan bagian dari MS, mereka memperkuat MS
melalui berbagai aktivitasnya, yang pada gilirannya mendukung proses
demokrasi (Mercer, 2002).

Lebih lanjut, meskipun MS dan negara adalah dua entitas yang
terpisah, keduanya sebenarnya saling melengkapi satu sama lain.
Sementara negara menyediakan pemerintahan yang akuntabel yang
dihasilkan oleh pemilu, MS menikmati hak-hak sipil dan politik dan
otonomi organisasi. Kondisi demikian akan memungkinkan MS untuk
menghubungkan tuntutan dan concern yang beragam dari warga
masyarakat ke lembaga-lembaga negara, dan karena itu pula MS akan
turut melahirkan good governance. Namun, perlu pula dicatat, bahwa
dalam kondisi sebaliknya, jika MS lemah, terfragmentasi, terbelakang,
hidup di tengah-tengah krisis ekonomi, korupsi, sistem hukum yang
bobrok, dan penuh konflik, maka MS tidak akan mampu mendorong
demokratisasi dan juga konsolidasi demokrasi (Diamond, 1999).

Penempatan NGO sebagai agen kunci didasarkan pada sejumlah
alasan. Pertama, NGO memiliki keunggulan komparatif (dibandingkan
dengan organisasi pemerintah dan bisnis), seperti fleksibilitas,
pendekatan yang partisipatoris, terbiasa bekerja dengan organisasi dan
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“komunitas akar rumput, kemampuan inovatif, kegiatan yang efektif,
jaringan yang luas, dll. Kedua, NGO memiliki posisi sebagai lembaga

//antara, mediating structures (Berger & Neuheus, 1996), dan karenanya
dianggap mampu menjadi jembatan kepentingan antara negara dan
masyarakat. Ketiga, proliferasi NGO diasumsikan sebagai akan
menghasilkan MS yang kuat dan demokratisasi.

Pada periode pra transisi dan transisi menuju demokrasi, NGO
mempunyai kontribusi penting bagi penguatan MS, yang antara lain
melalui advokasi dan dukungan NGO terhadap upaya reformasi
kelembagaan negara, pengorganisasian dan mobilisasi kelompok-
kelompok yang tidak berdaya, dan pluralisasi lembaga-lembaga
pendukung demokrasi (Clarke, 1998: 9). Selanjutnya, NGO juga
diasumsikan memiliki peran penting dalam masa konsolidasi
demokrasi, a.l. melalui pengawasan terhadap penyalahgunaan
kekuasaan, pencegahan kembalinya rezim otoriter, serta dorongan dan
dukungan kepada warga untuk meningkatkan partisipasi dan
pengawasan atas negara, pendidikan kewargaan, diseminasi informasi
sehingga memberdayakan warga dalam mengejar kebutuhan kolektif
dan mempertahankan nilai dan kepentingannya, dan lain-lain (Dia-
mond, 1999: 239-250).

Terutama atas dasar asumsi teoritik dan argumen di atas, para
donor mendukung NGO dengan cara menyalurkan bantuan dana ke
NGO atau biasa juga disebut organisasi masyarakat sipil (OMS)3 di
negara-negara berkembang. Pada awalnya para donor menggunakan
istilah bantuan pembangunan, dan kemudian belakangan
me_ngek.splisitkannya dengan istilah bantuan masyarakat sipil (civil
society aid), dan bantuan demokrasi (democracy aidfassisstance). Bantuan
pembangunan telah dipakai untuk merujuk pada upaya mendukung
pembangunan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan di negara-
negara berkembang. Setelah akhir 1980-an dan khususnya pada 1990-
an, bantuan masyarakat sipil dan bantuan demokrasi dianggap sebagai
kategori terpisah dari bantuan asing. Tujuan utama dari kedua bentuk

3

Istilah OMS terdiri dari serangkaian luas organisasi. OMS da isasi
_ . pat berupa organisasi
formal atau informal yang terlibat dalam kegjatan ekonomi, kultural, izfonfasiona]
f:lan pendldlkan, Pe.mbangunm kewargaan (civic), dan aktifitas yang berkaitan dengan
ideologi (ideological marketplace). Untuk lebih rinci, lihat Diamond, 1999, 222-7,
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bantuan asing tersebut adalah mempromosikan penguatan hak-hak
sipil sebagai kunci untuk penciptaan demokrasi. AS dan negara-negara
Eropa, dan juga agen-agen donor resmi dan swasta, telah memberikan
bantuan masyarakat sipil untuk mendukung dan mempromosikan
demokrasi liberal di banyak negara Selatan (Ottaway dan Carothers,

2000; Hearn, 1999; Chand, 1997).

NGO: Memperkuat MS dan Demokrasi

Tesis tentang kaitan positif antara penguatan MS dan
perkembangan demokrasi mendapatkan konfirmasinya dari berbagai
negara di Amerika Latin (terutama, Brazil dan Chile), Asia (Filipina,
India dan Bangladesh, serta belakangan Thailand), dan Afrika (Afrika
Selatan) (Mercer, 2002).

NGO Filipina telah memainkan peran menonjol dalam proses
penguatan MS, demokratisasi, dan selama proses konsolidasi demokrasi
yang sekarang masih berjalan (Clarke, 1998). Kontribusi NGO dalam
penguatan MS tampak dari peningkatan rasionalisasi politik,
diferensiasi struktur politik, perluasan partisipasi politik, penyediaan
peran-peran perantara dalam membangun koalisi antara organisasi-
organisasi rakyat dan lembaga-lembaga nasional, dan pemenuhan
peran strategis dalam ‘momen demokratis’ menjelang kejatuhan rejim
otoriter (Clarke, 1998). Ia juga menunjukan lima cara bagaimana NGO
memberikan kontribusi bagi perkembangan demokrasi di sana. Pertama,
melalui partisipasi dalam gerakan sosial berbasis isu, NGO memainkan
peran aktif dalam meletupkan gelombang protes menjelang kejatuhan
Marcos, yakni selama dua setengah tahun (Agustus 1983 sampai
Februari 1986). Kedua, NGO membuktikan dirinya sebagai sumber

rekrutmen dari para pemimpin politik untuk berbagai posisi di kabinet
dan di lembaga-lembaga pemerintah lainnya sejak tahun 1986. Ketiga,
adanya sebuah “NGO liaison desk” di setiap departemen pemerintah,
NGO telah membantu pemerintah memusatkan sumberdaya dan
kapasitasnya yang.terbatas untuk pendayagunaan secara lebih efekdif.
Keempat, NGO dan juga organisasi rakyat (people organizations)
berpartisipasi aktif dalam kampanye pemilu khususnya di level provinsi
dan distrik, dan pada tahun 1991 diundangkan “Local Government
Code” yang menyediakan ruang keterlibatan bagi NGO dan organisasi
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. . . '

r?kyat dalagm badan pemilu tingkat lokal. Kelima, NGO memainkan
peran penting dala.IFl gerakan sosial kontemporer yang menciptakan
agenda-agenda politik berbasis isu dalam masyarakat yang didominasi

oleh debat politik yang masih berbasis patronasi (Clarke, 1998).

Gambaran yang kurang lebih sama datang dari Chile

berperan penting dalam proses restorasi dem%lcrasi pad::etr::ft?;l\llgﬁﬁ)) '
dan dal.am kon§oh'c!asi demokrasi setelah jtu. Hojman menunjukkan -
(mbaga@am dikutip Clarke, 1998: 17), “NGOs played a central role in
guaranteeing [the] successful transition [to democracy in 1990]...by sup-
porting the democratic opposition to the military regime and pl;;;‘in ' fof'-
ward ...policy proposals which would eventually constitute a ﬁmdaﬂimfal
component of the incoming democratic government program.” Lebih lanjut
-selama proses konsolidasi demokrasi, sebagaimana halnya di Fili i]na’
NGO menjalin kerjasama secara dekat dengan agen-agen pemeriI;tal':
dalam pengenjb_angan sektor pertanian dan sektor-sektor yang lain
Dengan cara ini, NGO memberi kontribusi kepada kemajuan MS.
Hojman '(sebaga‘lmana dikutip Clarke, 1998) menyimpulkan “after ﬂlf;
democratic transition in 1990 civil society emerged more vi 1

elsewhere in Latin America,” i thar

Di India, Sen (1999) menunjukkan bahwa sejak 1
komunitas NGO mulai menunjukkan penentangan mer]eka tegrggl;: '
negara. Pada 1960-an dan 1970-ar, banyak NGO dibentuk den BIPl
semangat “anti-negara” dalam rangka mengimbangi —strati i
p?mbangunan pemerintah yang menekankan pada industrialisasi dagn
bias perkotaan (urban bias). Pada periode ini pemerintah mulai
mengonirol kegiatan NGO, dan kontrol ini semakin kuat pada era 1980~
an dan 1990-an. Misalnya, kontrol negara diindikasikan oleh usulan
untuk membentuk Dewan Nasional yang akan berfungsi sebagai

organisasi payung yang menjadi tempat NGO-NGO bisa bergabung di

-dalamnya. Meskipun kelompok aksi yang paling radikal mulai

terpecah-belah menjelang pertengahan 1980-an, b i
; m , beberapa dian,
masih beroposisi terhadap negara. Selain itu, terbentﬂi ]arlrtg;;n)t:
antal.'allla NG(? untuk meningkatkan pengaruh politik mereka dalam
mengh dapi negara. Jaringan ini dibentuk di seputar isu-isu populer
seperti energi, lingkungan, hak asasi manusia dan sebagainya

Di tempat-tempat lain ketika ne s '

. at I . gara yang demokratis bel

hadir, NGO tetap memiliki kontribusi bagi reform§si politik khusu?s:yuz:

211



Jurnal Ilmu Sesial & Hmu Politik, Vol 7, No. 2, Nopember 2003

di tingkat mikro dan lokal. Dari berbagai studi kasus tampak bahwa
NGO dan juga organisasi-organisasi akar rumput (grassroots organiza-
tions) telah terlibat dalam membantu penguatan hak-hak sipil dan
politik di masyarakat, dan dalam mendemokratisasikan proses-proses
politik informal melalui aktivitas pelatihan di tingkat akar rumput,
membangun institusi lokal yang lebih kuat, mengembangkan ‘micro-
policy reform’, dan melakukan pendidikan kewargaan (Edwards dan
Hulme, 1995: 7).

Di Indonesia, pada masa otoriarianisme Orde Baru, Eldridge
(1995) dan Riker (1998) menunjukkan peran penting NGO. Eldridge
(1995: 38) mencatat bahwa kendati NGO di Indonesia melakukan
pendekatan yang berbeda-beda terhadap negara, pada area tertentu
mereka sama-sama mencapai titik temu dalam hal orientasi penguatan
kelompok masyarakat sebagai basis untuk masyarakat yang sehat dan
sebagai kekuatan tandingan bagi kekuasaan pemerintah, pencarian
kreatif strategi baru untuk menghadapi perubahan kebutuhan sosial
dan munculnya struktur yang merugikan dan menyebabkan
ketidakberdayaan, serta komitmen kuat pada cita-cita partisipasi
masyarakat dalam mendefinisikan dan mengimplementasikan pro-
gram. Menurutnya, “sampai derajat tertentu NGO memperbesar
kemampuan manajemen-diri di antara golongan yang kurang
beruntung, mendukung mereka untuk menghadapi agen pemerintah
dan kekuatan lainnya yang lebih kuat, NGO-NGO tersebut tengah
berfungsi memperkuat masyarakat sipil vis-2-vis negara” (Eldridge,
1990: 505).

Riker {1998) juga mencatat bahwa donor internasional dan NGO
sama-sama bertujuan mempromesikan pluralisme politik atau
institusional di mana mereka berusaha memperkuat prinsip-prinsip
reformasi demokratis. Akan tetapi, ia berpendapat bahwa sampai
pertengahan 1990-an, kendatipun NGO ikut memberi kontribusi dalam
memperkuat dan mengembangkan masyarakat sipil dari bawah,
prospek untuk reformasi demokratis masih suram. Menurutnya, ketika
tekanan internasional untuk reformasi demokratis makin menguat,
NGO terus berfungsi sebagai kekuatan vital dalam mendukung
reformasi dan perubahan politik di Indonesia.
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Kompleksitas dan Diversitas Peran Masyarakat 8ipil dan NGO

Semer}feflra banyak studi telah menunjukkan pembuktian atas tesis

fsiegaiwﬁ;);ﬁ:l fmdl yang dilakukan di dj negara-negara Afrika
kestmpalon porka ”atl'g, Edwards dan Hulme (1995:7) sampai pada’
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m wnere a growing number of case studies demonstrate lf;:;;

MS, d . ...

KoLk ﬁ;nbgggige;t;ntge é’é’d]i‘;‘k untult< :ne%akukan beragam tindakan

ek : : Akan te ap1, persoalan ek i (ki
01_10m1' yang berkepan]angan) dan budaya ng}?tIiIE (1:11:501?

Dalam studinya tentang ref, ; "
NGO, Bratton (1994a) merbuktikan fre s ox2% Yang dilakikan oleh



Jurnal lmu Sosial & Thmu Politik, Vol. 7, No. 2, Nopember 2003

1
ang untuk mempengaruhi kebijakan yang akan mergp::f:r;:n
alokas mberdaya publik dalam pembangunan pece S
alo}tcazsilariuNamun di pihak lain, efektivitas dari upaya re.fo:-ri\\ai; ]z;n
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ternal, seperti struktur organisasi dan lmgk_up progr 1 ,i o eran
rintan’gan cksternal yang bersumber dari relasi-relas

komunitas yang menjadi kliennya, badan-badan pemerintah dan para

Onor.
d Masih dari Afrika, Ndegwa (1997) menol'ak arglfmfg’:)al‘;;; 'Ndc;(l—)l
memainkan peran penting sebagal ’l?ulwark atau cut o ti i e
kat sipil dalam menghadapi negara yang otorit Denger
monga bil kfsus NGO di Kenya dalam masa transisi poli t:kic Iy
EZﬁ?:ﬁkan bahwa relasi NGO Sd;t?dg:; ;\:gt:(aiat;ietﬂ; :;;e;;.?;]of ks
E:g;t};nign%'g;llggnosiggin;elalu dalam posisi yang menentang

! ka yang mengakomodasi
alahan banyak di antara mereka yails = '
Ezggafifga; ];::gara. Meslgpun NGO dapat menjadi bagian dari gerakan

sosial dan memiliki peluang politik untuk xr_te_ndemokr-a’?s:iia:gﬁe )%:;a;

i-aksi NGO belum menunjukkan diri sebagai ng YE
o n dari perlawanan terhadap negara. Kekuatan po o~
D e 1o batas yang bersumber dari ketergantungannya paé!a o 1
g ter' e lz:e ermimpinan personal. Sebagai aktor c_)r-gams_asmr;a
d?m‘ d(?IIUna51 a }’)NGOS are uncvenly supportive of the civil saciety t_:e-
m's_’t’l -;](I:rziiairh; ia mengingatkan #it is g mistake for analysts to view
sis. ,

I
cratization
civil society organizations as steadfast supporters of demo

hal.117). - o |
( Dari Amerika Latin, Smith (ﬁbagah%agad?f;t;plgjﬁfzg?;
: o |
ot m(inylmplélrlfglgzaﬁ: apft;zispdemokratisasi, mereka t1dak.
p - iakm rgam ak yang cukup berarti bagi proses tra‘r.\sformlasti
mer‘lﬁulrclbrni ?)I;rsumger dari kelemahan-kelemahan yang d1;dap al?n e "
1;1:?(1}10 .se erti skalanya yang kecil, ketidal_cfokusan gerakana,h il?ri : ;-a
: —upa 1 kolektif, kooptasi oleh elit, bias kelas menengal dari par
oty Pujlritn a menghindar dari xontrol negara, dan aktivitas }; : ag
f)t:sgz;l’fasi se)(:ara berlebihan kepada aksi pembangunan berorie

pelayanan.
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\ Hal yang kurang lebih sama juga terjadi di Indonesia pada masa 7

‘Orde Baru. Studi Fakih (1996) membantah kesimpulan Eldridge. Fakih
/ mengatakan bahwa kontribusi NGO dalam memperkuat masyarakat
sipil secara teoritis terbatas. Dengan berfokus pada ideologi NGO, ia
menunjukkan bahwa meskipun NGO biasanya kritis terhadap
kebijakan pemerintah, paradigma pembangunan NGO secara ideologis
tak jauh berbeda dengan paradigma pembangunan pemerintah, yaitu
developmentalisme. Perbedaannya hanyalah pada pendekatan dan
metode pembangunan; pemerintah menggunakan pendekatan dari atas
(top-down) atau non-partisipatif, sedangkan NGO menggunakan
pendekatan dari bawah (bottom-up) atau partisipatif. Karena alasan
inilah maka NGO sesungguhnya adalah pendukung
developmentalisme, dan konsekuensinya mereka lebih'merupa‘;kan
bagian dari negara ketimbang bagian masyarakat sipil (hal: 166).
Kontribusi NGO Indonesia kepada proses demokratisasi semasa
Orba juga tidak bisa dilebih-lebihkan. Studi Uhlin (1997) menunjukkan
bahwa keterlibatan NGO - dibedakan antara NGO generasi lama dan
NGO pro-demokrasi dan HAM - dalam proses demokratisasi memang
tidak terbantahkan. NGO berjuang menghadapi persoalan dominasi
negara atas masyarakat. NGO generasi lama berusaha memperkuat

~ masyarakat sipil, dengan kerja advokasi mereka untuk golongan

bawah, sedangkan NGO generasi pro-demokrasi dan hak asasi manusia
seringkali menentang struktur negara otoriter dengan cara
berdemonstrasi dan melalui aktifitas protes publik lainnya. Ia
menyimpulkan bahwa NGO, bersama dengan aktor-aktor pro-
demokrasi lainnya, ikut berperan dalam eskalasi gerakan politik yang
muncul di awal dan pertengahan 1990-an, meskipun gerakan-gerakan
tersebut tidak bisa melahirkan proses menuju transisi politik.

Bukti-bukti serupa juga muncul dari studi evaluatif terhadap
akibat-akibat yang dihasilkan oleh ‘democracy assistance’ di negara-
negara di Afrika, Amerika Latin, Eropa Timur dan Asia. Asumsi para

Nordholt (1999) mendukung kesimpulan Fakih. Ja menyatakan bahwa selama
periode Orde Baru, NGO tidak mempertanyakan validitas dari pinsip dan filosofi
pembangunan yang diimplementasikan oleh pemerintah.
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donor bahwa NGO profesional dan berorientasi advokasi dapat " ketidakper .
xcnlr}empron;;sikan dan memperl;:at M(E]S (()iar[x)i dem_okratlisasi patut | Merekapsa;:g ;aga(cﬁs::;&éf};dsghﬁ?aagé-lembagg pemerintah.
jpertanyakan (Ottaway & Carrothers, 2000). Afrika selatan, rezim }marginal, partly contradictory, and socially seli?;‘;:fucatwn s effects are

apartheid jatuh lebih karena gerakan sosial daripada karena akibat
gerakan dari NGO advokasi. Asosiasi-asosiasi profesional tradisional
merupakan pemain—pemain utama dalam perjuangan untuk
mendorong liberalisasi politik di Mesir. Perjuangan melawan
kediktatoran di Amerika Latin banyak dilakukan oleh kekuatan-
kekuatan sosial dan politik, dan bukan oleh NGO advokasi yang
memperoleh aliran dana bantuan dari donor. Di Filipina, Bangladesh
dan negara-negara lain di Asia, kelompok-kelompok kewargaan
(citizen's group) dan NGO yang berfokus pada isu-isu sosio-ekonomi
lebih memiliki akibat yang menonjol pada proses perubahan .
masyarakat dalam jangka panjang daripada NGO advokask. gfﬁlﬁlzgkgmcll?kepﬁsis_me di antara para individu terhadap sistem
Tendensi senada juga tampak dari studi-studi tentang kegiatan lembaéllelgbal ierllréudmn hari dapat membahayakan bagi reformasi
NGO dalam proses penguatan konsolidasi demokrasi. Bratton dan ga negara.
Alderfer (1999) melakukan riset di Zambia, sebuah negara demokrasi
baru di Afrika terhadap kinerja NGO dan agen-agen pemerintah dalam
melakukan pendidikan kewargaan. Mereka menemukan bahwa Y
meskipun terlihat adanya dampak positif yang nyata, seperti
pemahaman dan nilai-nilai kewargaan yang meningkat, perilaku politik
belum berubah secara berarti, dalam pengertian para warga terdorong
untuk menjadi pemilih yang aktif. Dampak dari kegiatan tersebut masih

terbatas diantara kelompok-kelompok masyarakat tertexlttu, terutama lebihkan, lebih did

kelompok terdidik. Mereka yang kurang terdidik dan less informed kurang Jidaonrk 1 aszrkan pada keinginan yang tersembunyi dan
cenderung terabaikan dari program int Mereka juga menepukan (Nordhol an pada bukti-bukti yang memadai dan meyakink:
bahwa ‘civic education’ mempunyai akiba _akibat yang tidak diinginkan ordholt, 1999). 4 an
yang pada gilirannya justru akan bertentangan dengan hasil-hasil yang
diharapkan. Tidak ada bukti bahwa pendidikan kewargaan telah
menciptakan ‘social capital’; dan malahan program itu memunculkan

' Temuan yang mirip diperoleh dari idi
gganga;rg;{a;e{ang didax}ai donof di Republik Dp;;ﬁ;ﬁ 5;‘;:;(1;1(1‘131:;1
dalan:.l pemahaa;\a?gn]ukkan bahm.ra sementara terdapat kemaju-ar;
dalam pematam: an kegunaan {ndividual, dan tumbuhnya nilai-
. damls al?endté?ung lainnya, pendidikan kewargaan
partisipan terhagap Iiteeiib a-ézr-ilisrggg P: daotlj'ntiika(; s e
?egtatxf pada kepel.rcayaan terhadap bgdaﬁ—b;da’n ;:ngl:rrti:tii( -
entara dan peradilan. Sampai derajat tertentu, efek seperti ilnsietlz:la:lt'll

Kesemua bukti dan temuan tersebut uk
iﬁ:lkhfgis Ferlal.u_ sede;:hana untuk mengatakanmNeCr;lgnéglﬁ(l? I::n:nuhat'w'ﬁ
Kontr 31111 pOS};tlf bagi penguatan MS dan demokrasi, atau, bahkan jika
NGO SEb;;u ‘ell‘cperan secara berarti dalam penguatan MS, ﬁdakber]arti
Dahwa seb g;l.d onsekuer}'.smya, demokrasi akan dengan gampan
perkert alg.d 11a ak heran _)xka telah muncul pandangan bahwa NG(%
felah gag alam megxa_]ukan MS dan demokrasi. Ini menegask

yang ada selama ini bahwa peran-peran NGO acapkali c%ilebiiﬁlr—L

Pand R oo
NGOm;giag lfz?:r:kﬁra:;a;?rlig ?:ivall:ﬂi; oleh Zaidi {1999). Menurutnya, eksplosi
_ - i tidak berarti bahw ¥
NGO d ! _ a mereka berhasil
penjel]asdkanan :ﬁran peran yang diharapkan. Sebaliknya, terdapat banya?csliulft? I:m
yang menunjukkan sebab-sebab dari kegagalan NGO Penyeb:I];

5 Ppara donor, terutama USAID berfokus pada OMS yang secara langsung mengarahkan
aktivitasnya pada isu demokrasi dan mengembangkan konsolidasi demokrasi. OMS
seperti ini disebut dengan ”professionalized NGOs dedicated to advocacy of civic

education work on public interest issues directly relating to democratization such terpenti
2 election monitoring, voter education, governmental transparency. and potitical rpentingnya adalah kenyataan bahwa NGO pada umumnya adalah kreasi d
umn asi dari

and civil rights generally” (Ottaway dan Carothers, 2000; 11). Untuk perspektif dan agen-agen pemberi bantuan (funding agencies). Sebagai akibatnya, ia me
7 nguSl 1 | ka n,

N -1 . . sekarang adalah wak
definisi yang berbeda tentang NGO advokasi, lihat, Lisa Jordan dan Peter van Tuijl g 1 wakiunya untuk mengembalikan
(2000). dan politik. Lebih rinci, lihat, 5.A.Zaidi (81999)? negara dalam pembangunan
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Penutup: Beberapa Catatan Kritis

Sejumlah catatan penting bisa dirumuskan dari berbagai temuan
dan bukH tentang kaitan antara NGO, MS dan demokrasi yang saling
bertentangan tersebut.

Pertama, para pendukung tesis masyarakat sipil sebagai penentu
perkembangan demokrasi cenderung mengabaikan entitas NGO yang
tidak homogen. Pengertian NGO seringkali hanya diarahkan kepada
organisasi-organisasi di luar sektor pemerintah dan bisnis yang secara
formal mapan, dijalankan oleh para staf (umumnya warga kota,
profesional dan bahkan expatriate), didukung oleh dana yang memadai
(dari domestik, dan terutama dari donor), dan yang relatif besar dan
bersumberdaya memadai. Sejumlah donor, bahkan merujuk NGO ke
organisasi yang memiliki kepedulian kepada kegiatan-kegiatan
advokasi. Pada kenyataannya, NGO bisa mencakup organisasi yang
merentang dari yang berorientasi derma (charity) hingga politis (Korten,

1990). NGO juga bisa merupakan organisasi yang melekat di sektor
pemerintah, bisnis dan masyarakat sipil (Fowler, 1997). Latar pendirian,
ideologi, kepentingan dan aktivitasnya pun amat beragam (Suharko,

2003).

Kedua, pandangan yang mendukung tesis tentang kaitan positif
antara MS dan demokrasi cenderung melakukan generalisasi yang
berlebihan, karena bukti-bukti yang mendukungnya hanya berasal dari
sejumlah negara di Amerika Latin, Asia, dan Afrika. Pandangan
tersebut mengabaikan perkembangan M5 dan juga NGO yang sangat
dipengaruhi oleh konteks sejarah dan politik masing-masing negara.
Perkembangan MS yang kuat dan NGO yang terorganisir, seperti terjadi
di Chile dan Filipina, tidak dapat dilepaskan dari perkembangan sejarah
di negara-negara tersebut, seperti warisan dari pericde kolonial, proses
pembentukan klas sosial, dan urbanisasi (Mercer, 2002: 13).

Ketign, sebagai konsekuensi dari generalisasi yang berlebihan
tersebut, studi-studi yang bertumpu pada model demokrasi liberal
cenderung mengabaikan konteks politik yang berlainan. Kontribusi
NGO khususnya -dan masyarakat sipil pada umumnya kepada
demokrasi berubah ketika suatu negara mengalami transisi politik.
Berdasarkan studinya di Afrika, Ottaway (2000) menyatakan bahwa
kemampuan MS untuk menumbuhkan demokratisasi di suatu negara
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~._bergantung pada kesesuaian antara kondisi-kondisi di suatu negara

\-.,‘I‘pada suatu periode waktu tertentu dan tipe organisasi i
sana. [?alam Ifonteks sistem politik yang terfutup%ian p:::lz ?:faaiivﬁ

transisi menuju demokrasi, gerakan sosial lebih efektif daripada ggrakan
NGO advgkasx.. Sedangkan di negara-negara yang demokrasinya telah
terkongohda;m, peran-peran dari NGO profesional dan advokasi
mungkin lel?lh efektif. Karena itu, peran NGO dalam memperkuat MS
dan mendorong demokrasi harus ditempatkan secara dinamis pad
konteks politik yang berbeda-beda. pace

Keempat, pandangan liberal juga melihat relasi
sebagai aktor utamanya) dan negara dalam kaitanl"d)fa(rtliet;a rlllgr?xl(;;\I (SESI)
kausal. S.ebagai akibatnya, demokratisasi dan perkembangan
demok:as% dilihat sebagai produk dari MS yang ada; MS yan 1§1at
akan memmbu]lfan proses penguatan demokrasi, dan sebalﬂcn?ra MS
yang lemah b.erujung pada kegagalan proses demokrasi. Sejumlah bukti
telah men_un]ukkan bahwa bahkan ketika MS kuat tidak berarti bahwa
dem(_)krahsasi dan konsolidasi demokrasi akan berjalan dengan mudah
Studi Ndegtwa (1997) dan Clarke (1998) menunjukkan bahwa a a1:
(I;Igo berh;sﬂ dalam Tzndorong demokratisasi, ia harus menjadi baglgan
1 gerakan sosial dan k i j i
dax rsidiaan e I)Oﬁﬁk.eberhasﬂannya juga ditentukan oleh

Ini menegaskan bahwa NGO sebagai bagian darj

hanya. bagian kecil saja dari MS. Hanya jiki NG(% berg:gznhgsb:iﬁ
Organisasi masyarakat sipil lainnya melalui jaringan kerja dan aliansi
maka mere_ka akan tumbuh menjadi kekuatan yang berarti unl-uk’
gerakan sosial dan politik (Hadenius & Uggla, 1996). Bahkan jika sebuah
MS yang kuat dan berani berhasil dibentuk, ia hanyalah “z necessa

but -not suj'ﬁcfent condition for democracy” (Hyden, 1998; Putzel 1997?
Lebih dari itu, sebagaimana ditegaskan oleh Ottaway (2000) ”z;z'bran /
comes from many forms and the professional, donor-supported NGO is on?y
one of them — one that does not fit all situntions, and one that can ev ;
weaken rather than strengthen civil society.” -

Kelima, dalam kenyataannya - bertentan
gan dengan pandangan
liberal yang menyatakan bahwa NGO bisa memperkuat MI; dan jﬁga
negara - NGO bisa memiliki potensi untuk memperlemah MS dan juga
negara, yang pada gilirannya memperlemah demokrasi. Temuan
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Clarke (1998: 208-210) di Filipina - tempat sektor NGO mungkin pal-
ing aktif di dunia - menunjukkan bahwa pada saat yang sama NGO
bisa memperkuat (sebagaimana telah ditunjukkan sebelumnya) dan
sekaligus memperlemah MS. NGO memperlemah MS melalui tiga cara:
(1) dengan lebih berkonsentrasi membangun kaitan ke atas, ke agen-
agen pemerintah, NGO cenderung mengabaikan hubungan ke bawah
dengan organisasi-organisasi rakyat; (2) komunitas NGO menjadi
sebuah arena tempat pertikaian yang terjadi di masyarakat yang lebih
besar diinternalisasi dan diperkuat, dan (3) NGO Filipina secara umum
dicirikan oleh perpecahan yang bersifat personal, profesional, ideologis
dan regional yang pada gilirannya mengurangi kemamptuan mereka
untuk memperkuat MS.

NGO dapat memperlemah negara, terutama terjadi di negara-
negara yang sangat bergantung pada donor asing. Pengaliran bantuan
seperti itu telah menggerogoti legitimasi negara, dan pada saat yang
bersamaan memperlemah kemampuan negara dalam penyediaan
pelayanan publik (Tvedt, 1998). Di Bangladesh, praktek yang lama
dan mapan dari para donor untuk menyalurkan bantuan dana yang
berhubungan dengan aktifitas kesejahteraan sosial kepada NGO telah
memperlemah legitimasi negara (White, 1999); Clarke (1998)
menyebutnya sebagai “virtual parallel state’ dan Wood (2000) menjuluki
negara ini sebagai “franchise state’.

Studi yang dilakukan oleh Hudock (1999) di Gambia dan Sierra
Leon menunjukkan balwa aktivitas NGO dalam mengembangkan M3
telah menyumbang kepada kreasi dari apa yang disebut sebagai ‘de-
mocracy by proxy’ dan bukan ‘true democracy’. Ini terutama terjadi
karena NGO lebih menitikberatkan pertanggungjawabannya kepada
para donor (upward accountability) daripada kepada masyarakat (down-
ward accountability), dan karena itu NGO sebenarnya sedang
memutuskan ikatannya sendiri dengan masyarakat sipil dan
mempetlemahnya. Tidaklah berlebihan jika basis legitimasinya pun
menjadi problematik (Edwards, 2000).

Dari beberapa catatan tersebut dapat disimpulkan bahwa kaitan
antara NGO, masyarakat sipil dan demokrasi tidaklah linier dan
kausalistik sebagaimana dimodelkan oleh pandangan liberal dan
dipromosikan oleh para donor. Kaitan-kaitan yang berlangsung jauh
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- lebih kompleks. Kaitan-kaitan tersebut m i
Jebih] ungkin akan lebih bijak ji
e .diurai berdasarkan konteks dan seting yang biragam. Daii si.nliD lljnaltj:iclkui
keperluan untuk melakukan kontekstualisasi yang lebih besar dalam

melihat peran dan kontribusi
‘melihat ;;i. an an kontribusi NGO terhadap perkembangan MS dan
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